
 
       BUPATI SIMALUNGUN

         PROVINSI SUMATERA UTARA

       PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

         NOMOR        TAHUN 2026

      TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN

2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang   : a. bahwa  sesuai  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  59
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi
Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu
di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi
Sumatera Barat;

b. bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  angka  7  surat edaran  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  :  900.1.3/1084/SJ  tentang  Penyesuaian
Transfer  ke  Daerah  Tahun  Anggaran  2026  dalam  APBD  Bagi
Daerah  Terdampak  Bencana  di  Wilayah  Provinsi  Aceh,  Provinsi
Sumatera  Utara  Dan  Provinsi  Sumatera  Barat,  bagi  pemerintah
daerah  yang  berada  di  wilayah  Aceh,  Sumatera  Utara  dan
Sumatera Barat yang tidak secara langsung terdampak bencana,
tambahan  TKD  TA  2026  wajib  diarahkan  juga  penggunaannya
untuk penyediaan anggaran kegiatan :

a. mitigasi dan kesiapsiagaan potensi bencana;

b. penanaman pohon dan perbaikan lingkungan;

c. pemberian  bantuan  keuangan  kepada  kabupaten/kota  yang
secara langsung terdampak bencana;

d. pengendalian inflasi;

e. pemulihan ekonomi;

f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti
jalan,  jembatan,  moda  transportasi,  dan  prasarana  lainnya
dalam rangka mendukung pelayanan dasar masyarakat;

g. pemberian bantuan dalam rangka realokasi dan pembangunan
rumah untuk menampung masyarakat terdampak bencana;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Bupati  Simalungun  Nomor  1
Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2026;

       

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5234)  sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022
Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi
Peraturan  Perpajakan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor  246,  Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
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10. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2024  tentang  Kabupaten
Simalungun  di  Provinsi  Sumatera  Utara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6946);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  210,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor  123,  Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor  106,  Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Nomor  6057)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor  1  Tahun 2023 tentang  Perubahan
Atas  Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017 tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2023  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

19. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
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20. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan
dan  Pertanggungjawaban  Dana  Operasional  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor 431);

25. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 727);

26. Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  59  Tahun  2026  tentang
Penyesuaian  Rincian  Alokasi  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran
2026  dan  Penyaluran  Kurang  Bayar  Dana  Bagi  Hasil  Sampai
Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi  Daerah Tertentu di Wilayah
Provinsi  Aceh,  Provinsi  Sumatera  Utara,  dan  Provinsi  Sumatera
Barat;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2026
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2026 Nomor 1);

28. Peraturan  Bupati  Simalungun  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Simalungun  Tahun  Anggaran  2026  (Berita  Daerah  Kabupaten
Simalungun Tahun 2026 Nomor 718)  sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Bupati  Simalungun  Nomor  2  Tahun  2026
tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati Simalungun Nomor 1 
Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten  Simalungun  Tahun  Anggaran  2026  (Berita
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2026 Nomor 719);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  KEDUA  ATAS
PERATURAN  BUPATI  SIMALUNGUN  NOMOR  1  TAHUN  2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati  Simalungun Nomor  1
Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2026 Nomor  718) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2026
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Simalungun  Nomor  1
Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten  Simalungun  Tahun  2026  Nomor  719),  diubah  sebagai
berikut :

1. Ketentuan  Pasal  5 huruf  a  diubah, sehingga Pasal  5 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

Pendapatan  transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 huruf
b   direncanakan   sebesar   Rp. 2.414.580.950.561,00  (dua  triliun
empat  ratus  empat  belas  miliar  lima  ratus  delapan  puluh  juta
sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah),
terdiri atas:

a. pendapatan transfer
pemerintah pusat Rp. 2.345.726.130.000,00

b. pendapatan transfer antar daerah Rp.      68.854.820.561,00

2. Ketentuan  Pasal  7 diubah, sehingga Pasal  7 berbunyi  sebagai
berikut :

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6  huruf  a
direncanakan  sebesar Rp.1.954.302.874.378,00  (satu  triliun
sembilan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua juta delapan
ratus  tujuh  puluh  empat  ribu  tiga  ratus  tujuh  puluh  delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai Rp.1.320.226.180.505,76

b. belanja barang dan jasa Rp.   602.820.895.872,24

c. belanja hibah Rp.     31.028.548.000,00

d. belanja bantuan sosial Rp.          227.250.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               5 / 7                               5 / 7



3. Ketentuan  Pasal  8 diubah, sehingga Pasal  8 berbunyi  sebagai
berikut :

Pasal 8

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  huruf  b
direncanakan  sebesar  Rp.424.666.898.237,00  (empat  ratus  dua
puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus
sembilan  puluh delapan ribu dua ratus  tiga  puluh tujuh rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja modal peralatan
dan mesin Rp.    168.178.541.342.00

b. belanja modal gedung dan
bangunan Rp.      18.908.461.460,00

c. belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi Rp.        173.914.110.435,00

d. belanja modal aset tetap lainnya Rp.       62.985.785.000,00

e. belanja modal aset lainnya Rp.        680.000.000,00

4. Ketentuan  Pasal  9 diubah, sehingga Pasal  9 berbunyi  sebagai
berikut :

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan  sebesar  Rp.10.712.977.565,00  (sepuluh  miliar  tujuh
ratus  dua  belas  juta  sembilan  ratus  tujuh puluh tujuh ribu lima
ratus enam puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal  10 diubah, sehingga Pasal  10 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp.  450.552.104.000,00  (empat  ratus  lima
puluh  miliar  lima  ratus  lima  puluh  dua  juta  seratus  empat  ribu
rupiah) adalah :
a. belanja bagi hasil         Rp.   13.976.003.200,00
b. belanja bantuan keuangan Rp. 436.576.100.800,00
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini   dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya

Pada tanggal

BUPATI SIMALUNGUN,{ttd_pengirim}

      ttd

ANTON ACHMAD SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

     ${ttd}

MIXNON ANDREAS SIMAMORA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2026 NOMOR
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